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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemberian mut’ah dan 

nafkah iddah dalam Putusan perkara cerai gugat, padahal menurut 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b pemberian mut’ah dan 

nafkah iddah diperuntukkan untuk cerai talak raj’i, bahkan menurut ulama 

mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi’I, seorang istri tidak 

berhak  menerima nafkah dari suaminya karena talak ba’in dengan talak 

khulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang 

mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan dasar hukum yang 

digunakan oleh hakim dalam melaksanakan pemberian mut’ah dan nafkah 

iddah dalam perkara cerai gugat. 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura. 

Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti 

menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, diolah dengan 

teknik editing dan deskripsi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: pertama: pendapat hakim 

Pengadilan Agama Martapura bahwa pemberian  mut’ah dan nafkah iddah 

dalam perkara cerai gugat dapat diberikan kepada isterinya selama 

isterinya itu tidak terbukti nusyuz. Selain itu juga dilihat dari fakta-fakta 

persidangan untuk membuktikan penghasilan dari suami apakah suami 

berkemampuan atau tidak. Kedua: dasar hukum hakim dalam menerapkan 

pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu 

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan dengan Hukum.  

 

 




